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ABSTRAK 

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
 DI DESA MERANTI KABUPATEN LABUHANBATU 

 
 

NURUL ASIFAH POHAN 
1403100149 

 

 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga 
pengawasan yang memiliki salah satu kewajiban untuk pengamatan dari 
pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa yakni pembangunan infrastruktur 
(fisik) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa yang merupakan 
kebutuhan dari masyarakat setelah aspirasi masyarakat Desa didengarkan dan 
disaring oleh pemerintah Desa mengingat bahwa di dalam pembangunan nasional, 
desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya sendiri. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan 
Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 
Desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Metode yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara tanya langsung ke lapangan 
dengan informan atau narasumber. 
 Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten 
Labuhanbatu sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan yang telah diatur, 
hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara ke lapangan yang telah 
dilakukan. Berdasarkan kategorisasi perencanaan kegiatan pemerintah desa sudah 
berjalan dengan baik yakni musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan baik 
yakni menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya. Dalam pelaksanaan 
kegiatan yakni pengawasan belum maksimal karena kurangnya koordinasi antar 
Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari kategori pelaporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Proses pembangunan 
infrastruktur desa di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dengan 
lancar namun di dalam mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  
dalam hal pelaporan kinerja Kepala Desa belum maksimal sehingga harus 
dibutuhkannya kemampuan dan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa untuk 
melaksanakan laporan akhir tahun anggaran tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Pada hakikatnya pembangunan dikatakan sebagai usaha untuk 

memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang 

dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali 

diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang 

ekonomi. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. 

Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, apabila 

pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. 

        Salah satu yang sedang marak di Indonesia yaitu pembangunan desa, 

desa akan semakin menantang di masa yang akan datang dengan kondisi 

perekonomian daerah yang terbuka dan kehidupan politik lebih demokratis karena 

desa memiliki peran penting di dalam otonomi daerah apalagi di dalam 

pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam segenap rencana 

strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia.  

        Maka dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan 

Permusyawaratan Desa. Sesuai Undang-undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014 

Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legilasi dan wadah yang 

berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 
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        Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 

2016 pasal 1 ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan 

Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

        Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tentang melakukan pengawasan 

terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 

Tahun 2016 pasal 46 paragraf 10 yaitu pelaksanaan pengawasan kinerja kepala 

desa yakni di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan 

melalui (a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; (b) pelaksanaan kegiatan; dan 

(c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

        Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa  

mempunyai peran yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sehingga 

terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis bersih dari praktik KKN. 

        Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, Badan Permusyawaratan 

Desa diposisiskan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti 

diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. 

Keberhasilan normatif tentunya tidak terlepas dari sejauhmana kapasitas dan 

kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota Badan Permusyawaratan 

Desa tersebut. 



3 
 

        Sehubungan dengan pengawasan, terdapat pengertian dan konsep 

beberapa ahli terkait pengawasan. Menurut Sondang P. Siagian (2005:125) 

pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

        Menurut Admosudirjo (2005:11) pengawasan adalah keseluruhan 

daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau 

sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

        Dari pengertian pengawasan di atas, bahwa fungsi pengawasan 

membantu menjamin pencapaian tujuan. Pengawasan merupakan suatu tindakan 

yang perlu dilakukan dengan cara mengukur, meneliti mengevaluasi, 

memperbaiki dan meluruskan agar sesuai perencanaan di awal. Pengawasan 

sangat diperlukan untuk menentukan efesiensi dan efektivitas keberhasilan 

manajemen mencapai tujuan. 

        Dengan demikian, sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki 

oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam pembangunan 

desa. Pengawasan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan 

sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar pemerintah desa dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-

penyimpangan, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai asas-asas dan 

bila ditemukan kesulitan diupayakan untuk diperbaiki, mengingat lembaga Badan 
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Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang 

memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 

        Dapat dilihat bahwa dari fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan  

Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan agar 

tercapainya pembangunan yang berhasil dan lancar sehingga pembangunan dapat 

terselesaikan dalam waktu efektif dan efesien mengingat infrastruktur merupakan 

suatu kebutuhan dari masyarakat desa untuk membantu aktivitas masyarakat desa. 

Di dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan kebijakan dan peran pemerintah 

desa dan dukungan dari lembaga legilasi yakni Badan Permusyawaratan Desa 

untuk membantu Pemerintah Desa dibidang pembangunan infrastruktur dalam 

menampung aspirasi masyarakat desa. 

        Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan 

infrastruktur diutamakan untuk memperlancar jalannya pembangunan 

infrastruktur agar pembangunan transparansi, Badan Permusyawaratan Desa harus 

memiliki sifat akuntabilitas dan mempercepat pekerjaaan selesai  sehingga tidak 

mengganggu masyarakat setempat maka dari itu pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa harus dijalankan sesuai fungsinya. 

        Dari hasil musrenbang rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017  di 

Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 1.1 

Pembangunan Infrastruktur di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu 2017 

No. Kegiatan Pembangunan Ukuran/Jumlah 

1.  Perkerasan Jalan di Dusun 

Sidodadi 

P = 500m x 2,5 m 

T = 15 cm 

2.  Perkerasan Jalan di Dusun 

Sidorejo 

P = 500m x 3 m 

T = 15 cm 

3.  Sumur Bor 3 Unit 

Sumber : Data Musrenbang Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 

  

   Namun upaya pemerintah desa yakni Badan Pemusyawaratan Desa di 

dalam melakukan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur nampaknya 

belum optimal karena berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang 

didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Meranti nampaknya masih belum terlihat. Hal ini terlihat dari tugas penyaluran 

aspirasi masyarakat yang pada kenyataannya bila dilihat dari pembangunan yang 

dilaksanakan belum berjalan maksimal karena masih ada sarana dan prasarana 

yang belum tersedia yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Meranti.  

        Mengingat di dalam pembangunan nasional, desa mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. 

Melalui aspirasi masyarakat, desa dapat melahirkan program diantaranya 

pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam 
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pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas 

pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. 

        Setelah Badan Permusyawaratan Desa dibentuk di Desa Meranti 

Kabupaten Labuhanbatu pada periode sekarang ini, mendorong penulis untuk 

meneliti fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi 

pengawas pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur 

saat ini serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa 

implementasi. 

        Berdasarkan uraian di atas bahwa tampak belum jelas tugas Badan 

Permusyawaratan Desa yang telah diatur di dalam Undang-undang tentang Desa 

No. 6 Tahun 2014 pasal 55 khususnya di dalam pengawasan pembangunan 

infrastruktur (fisik desa) yang ada di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu. 

Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai mengayomi, legilasi, pengawasan 

dan menampung aspirasi masyarakat untuk menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan desa serta pembinaan 

masyarakat desa karena Badan Permusyaratan Desa merupakan wakil dari Kepala 

Desa di dalam hal melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini 

mendorong penulis untuk membahas tentang “Fungsi Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di 

Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu” 
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B. Perumusan Masalah  

        Pembangunan infrastruktur di desa perlu diawasi untuk mempercepat 

pelakasanaan dan ini harus dilakukan oleh pemerintah desa agar tidak terjadi 

penyelewengan pekerja, lambatnya proses pembangunan dan menganggu aktivitas 

masyarakat. Maka dari itu di dalam pembangunan (fisik desa) fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan perihal pengawasan. 

        Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut “Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti 

Kabupaten Labuhanbatu ” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian sangat penting dilakukan agar menjadi lebih terarah 

dalam melaksankan penelitiannya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah : Untuk Mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

Pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten 

Labuhanbatu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara subjektif penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melatih, 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis 

dan metodologis penulis dalam menyusun suatu wacana baru dan 

memperkaya ilmu pengetahuan. 
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b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi penyelenggara pemerintahan di Desa Meranti Kabupaten 

Labuhanbatu tentang fungsi di dalam pengawasan pembangungan 

infrastruktur desa. 

c. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

besar baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakan program 

studi ilmu administrasi pembangunan dan bagi kalangan penulis lainnya 

untuk mengeksplorasi kajian tentang fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. 

D. Sistematika Penulisan 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Dan Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II : URAIAN TEORITIS 

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi 

penelitian yang akan menguraikan Pengertian Fungsi, Pengertian 

Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Maksud Dan Tujuan 
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Pengawasan, Jenis-Jenis Pengawasan, Pengertian Badan 

Permusyawaratan Desa, Wewenang Badan Permusyawaratan Desa, 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Mekanisme Pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa, Tugas Badan Permusyawaratan 

Desa, Pengertian Pembangunan, Tujuan Pembangunan, Pengertian 

Infrastruktur, Isu-Isu Infrastruktur, Dan Pembangunan 

Infrastruktur. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, 

Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian Dan Waktu 

Penelitian, Deskripsi Ringkas Desa Meranti Kabupaten 

Labuhanbatu, Gambaran Umum Desa Meranti Kabupaten 

Labuhanbatu, Letak Geografis, Bagan Struktur Organisasi Desa 

Meranti Kabupaten Labuhanbatu. 

 BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang Hasil Penelitian, Deskripsi Hasil Wawancara, 

Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan. 

 BAB V : PENUTUP 

   Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

A. Konsep Fungsi 

1. Pengertian Fungsi 

        Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang 

sama bedasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. 

        Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) fungsi adalah 

rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan 

oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok 

aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. 

       Menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) yaitu fungsi 

adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia fungsi merupakan kegunaan 

suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. 

Dari pendapat di atas, bahwa fungsi merupakan suatu kegunaan yang 

bernilai untuk dilakukan dan dikerjakan untuk mendapatkan manfaatnya dan 

sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau 

pelaksanaannya. 

B. Konsep Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan muncul ketika trias politica memisahkan kekuasaan menjadi 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, 

muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya 



11 
 

fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur 

pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-

bidang tertentu. Pengawasan dilakukan sebagai instrumen pengendalian yang 

dilakukan pada setiap tahapan operasional. Pengawasan dapat dilakukan setiap 

saat, baik terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya selama proses 

manajemen maupun administrasi berlangsung atau setelah berakhir untuk 

mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Oleh sebab itu 

dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar 

kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

 Pengawasan dalam proses manajemen atau administratif dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah 

perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administratif dilingkungan suatu 

organisasi. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari 

penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaannya. Oleh 

karena itu, pengawasan dilakukan agar mendapatkan umpan balik untuk 

melaksanakan perbaikan. 

 Menurut Terry dalam Daulay (2016:183) pengawasan adalah 

mendertiminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi 

kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 Menurut Mockler dalam Daulay (2016:184) pengawasan adalah usaha 

sistematik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 
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perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan 

nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan 

telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efesien dalam pencapaian 

tujuan-tujuan perusahaan. 

 Menurut Siagian dalam Syafiie (2006:82) pengawasan adalah proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 Dari pendapat beberapa ahli di atas maka pengawasan adalah kegiatan 

manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah 

pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauhmana 

kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta 

melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana. 

 Pengawasan merupakan fungsi dari manajemen untuk menjamin agar 

pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar 

perencanaan, walaupun tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak 

klasik dan tradisional, disebut lepas kontrol. Dengan demikian melalui 

pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, 

kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan di masa yang 

akan datang. 
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2. Fungsi Pengawasan 

 Adapun fungsi pengawasan antara lain menurut Dunn (2000:510)  adalah 

(a) Eksplansi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat memperjelas 

mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda; (b) 

Akuntansi, pengawasan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah 

dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu; (c) 

Pemeriksaan, pengawasan membantu menetapkan apakah sumber daya dan 

pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu 

memang telah sampai kepada mereka; (d) Kepatuhan, pengawasan bermanfaat 

untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan 

pelaku lain sesuai dengan standard dan prosedur yang dibuat oleh legislator, 

instansi pemerintah dan atau lembaga profesional. 

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

 Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud dan tujuan pengawasan 

adalah sebagai berikut : (a) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau 

tidak; (b) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya 

kesalahan baru; (c) Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 

direncanakan; (d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program 

(fase/tingkat pelaksanaan); (e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 
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4. Jenis-jenis Pengawasan 

 Menurut Daly Erni (2008:23) jenis-jenis pengawasan sebagai berikut : (a) 

Pengawasan intern dan ekstren. Pengawasan intern adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. 

Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat 

(built in control), pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar 

dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E : “untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan 

Pemeriksa Keuangan yang bebas mandiri”; (b) Pengawasan preventif dan represif. 

Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum kegiatan dilaksanakan, 

pengawasan represif, setelah kegiatan dilaksanakan; (c) Pengawasan aktif dan 

pasif. Pengawasan aktif adalah merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan 

ditempat kegiatan yang bersangkutan, pengawasan pasif, pengawasan dengan 

melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban 

yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran; (d) Pengawasan 

kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil mengenai 

maksud dan tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Pengawasan berdasarkan 

pemeriksaan kebenaran formil menurut hak kadaluwarsa dan hak itu terbukti 

kebenarannya, pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud dan tujuan 

pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi 

prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang 

serendah mungkin. 
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C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa 

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab I ketentuan umum 

pengertian Badan Permuswaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa 

yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. 

 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan 

desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan 

kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan 

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat.  

 Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri atas 

pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat-istiadat, 

membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan rakyat 

ditingkat desa yang memiliki kedudukan setara dengan kepala desa.  
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 Badan Permusyawaratan Desa menjadi mitra kerja kepala desa dalam 

menjalankan roda pemerintahan setempat. Susunan dan kelengkapan Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai berikut : (1) Keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa terdiri dari pemuka masyarakat yang dipilih dari, oleh dan 

untuk masyarakat desa setempat untuk masa kerja 5 (lima) tahun; (2) Alat 

kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pimpinan, komisi-komisi, 

dan panitia-panitia; (3) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 

seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari 

dan oleh anggota; (4) Komisi-komisi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 

tiga komisi, yaitu Komisi A yang membidangi pemerintahan, Komisi B 

membidangi pembangunan dan Komisi C membidangi kesejahteraan rakyat; dan 

(5) Panitia-panitia yang dapat dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa di 

antaranya Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, Panitia anggaran, panitia khusus, dan panitia lain sesuai 

kebutuhan. 

 Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa desa merupakan suatu 

kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, 

hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan 

Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir 

dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.  

2. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa 

 Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan 

permusyawaratan Desa Nomor 110 Tahun 2016 wewenang Badan 
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permusyawaratan Desa sebagai berikut : (a) Membahas rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa; (b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan desa dan peraturan kepala desa; (c) Mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian kepala desa; (d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; (e) 

Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat; dan (f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. 

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

 Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang diatur di dalam  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 110 Tahun 2016  

tentang  Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 31 yaitu : (a) Membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa.  

Penjelasan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa 

memiliki tiga tahapan yaitu :  

a. Perencanaan kegiatan pemerintah desa, pada tahap pertama ini tentunya 

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan dengan cara melihat skala 

prioritas program yang direncanakan oleh penyelenggara pemerintah desa. Dalam 

tahap ini Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah desa juga 

melakukan penampungan aspirasi terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh 

masyarakat desa.  

 Musyawarah Desa dalam pasal 54 tentang UU Desa ayat (1) Musyawarah 

Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan 
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Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk 

memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; Ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi (a) penataan desa; (b) perencanaan Desa; (c) kerjasama 

Desa; (d) rencana investasi yang masuk ke Desa; (d) pembentukan BUMDesa; (e) 

penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan (f) kejadian luar bisa. Ayat (3) 

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling 

kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan ayat (4) Musyawarah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

b. Pelaksanaan kegiatan, dalam tahapan ini Badan Permusyawaratan Desa 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan 

dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan  

c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa, kepala pemerintahan desa 

dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-

lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut 

digunakan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan fungsi 

pengawasan. 

Terkait dengan pelaporan dan sistematika laporan kepala desa kepada 

Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala 

Desa dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, harus memuat : (1) Pendahuluan; (2) 
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Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (3) Program Kerja 

Pelaksanaan Pembangunan; (4) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan; (5) 

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat; (6) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa; (7) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi 

dan Upaya yang ditempuh; dan (8) Penutup. 

4. Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan 

bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : (a) Membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa. 

  Berdasarkan Pasal 55 poin (c) mengenai pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa kinerja kepala desa inilah salah satu titik masuk Badan 

Permusyawaratan Desa mengawasi penggunaan dana desa. Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa pada pasal 48 

yang menyebutkan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya kepala desa 

meliputi : (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap 

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (b) menyampaikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan pada 

Bupati/Walikota; dan (c) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan desa secara tertulis pada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 

tahun anggaran. 
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  Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan bahwa (1) Kepala 

Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran 

kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah berakhirnya tahun anggaran; (2) laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 

pelaksanaan peraturan Desa; dan (3) laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dalam melaksnakan fungsi pengawasan kinerja kepala 

desa.  

5. Tugas Badan Permusyawaratan Desa 

  Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yang diatur di dalam  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 110 Tahun 2016  

tentang  Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 32 yaitu : (a) Menggali 

aspirasi masyarakat; (b) Menampung aspirasi masyarakat; (c) Mengelola aspirasi 

masyarakat; (d) Menyalurkan aspirasi masyarakat; (e) Menyelenggarakan 

musyawarah BPD; (f) Menyelenggarakan musyawarah desa; (g) Membentuk 

panitia pemilihan kepala desa; (h) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus 

untuk pemilihan kepala desa antarwaktu; (i) Membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (j) Melaksanakan pengawasan 

terhadap kinerja kepala desa; (k) Melakukan evaluasi laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa; (l) Menciptakan hubungan kerja yang 

harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan (m) 
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Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

D. Konsep Pembangunan 

1. Pengertian Pembangunan 

       Menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation building). 

       Menurut Rogers dalam Agus Suryono (2001:132) pembangunan adalah 

suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu 

masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk 

bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) 

untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih yang mereka peroleh terhadap 

lingkungan mereka. 

        Menurut Efendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya 

meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan 

bekelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. 

       Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk 

kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan dan diverifikasi. Pembangunan 

merupakan suatu proses pembaharuan yang kontineu dan terus menerus dari suatu 

keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. 

       Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembangunan yaitu suatu upaya yang sangat diperlukan untuk menciptakan suatu 
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masyarakat yang lebih baik dan maju sesuai tuntutan zaman pada dasarnya, 

pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berdampak positif 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, 

mengurangi pengangguran dan berkeadilan sosial. 

       Di dalam melaksanakan pembangunan yang diartikan sebagai 

implementasi kebijakan publik memiliki beragam metode atau pendekatan. 

Berdasarkan perspektif kebijakan publik suatu pelaksanaan pembangunan dapat 

dibagi menjadi tiga model pendekatan yaitu : (a) Model Pendekatan Top Down. 

Model pendekatan top down menggariskan bahwa perumusan strategi 

pembangunan disatukan dan dikoordinasi pimpinan tertinggi dan diturunkan pada 

tingkat/level bawah. Strategi pembangunan ini bersifat menyeluruh yang 

digunakan sebagai penentu sasaran pembangunan secara keseluruhan; (b) Model 

Pendekatan Bottom Up. Pendekatan dari bawah ke atas (bottum up) menggariskan 

bahwa inisiatif strategi pembangunan berasal dari berbagai unit yang disampaikan 

dari tingkat bahwa kepada tingkat atas. Pada dasarnya perencaaan pembangunan 

yang ideal adalah perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan 

masyarakat di tingkat bawah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat mencapai 

tujuan-tujuan dengan memenuhi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah; dan 

(c) Model Pendekatan Sintesis. Model sintesis merupakan perpaduan antara 

pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Model sintesis ini problem yang 

ada pada implementasi kebijakan yang muncul dari masing-masing pendekatan 

akan dapat teratasi artinya dengan pendekatan model sintesis akan meminimalisir 

terjadinya kegagalan-kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. 
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2. Tujuan Pembangunan 

        Menurut Katz dalam Yuwono (2001:47) mengatakan pembangunan yang 

besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada 

umumnya tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau 

perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah 

dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa 

peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan 

dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, 

sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan 

pembangunan. 

E. Konsep Infrastruktur 

1. Pengertian Infrastruktur 

 Menurut Kodoatie (2005:102) Infrastruktur adalah sistem yang 

menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung 

sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam 

mengambil kebijakan. 

 Menurut Stone (1974) Infrastruktur adalah berbagai macam fasilitas fisik 

yang diperlukan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang memiliki 

tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan 

dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan 

pelayanan-pelayanan lainnya yang sama. 

 Menurut Grigg dalam Kodoatie (1998:8) infrastruktur merujuk pada  

sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-
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bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.  

 Dengan demikian, infrastruktur suatu usaha pembangunan atau rangkaian 

perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau 

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses 

pembangunan di desa berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. 

2. Isu-isu Infrastruktur 

 Persoalan infrastruktur merupakan persoalan yang kompleks   karena 

hampir semua disiplin terlibat. Berikut ini beberapa dari sangat banyaknya 

persoalan infrastruktur yang bisa disebutkan, di antaranya : (1) perkembangan tata 

ruang kota yang tidak terkendali akibat urbanisasi sehingga pembangunan 

infrastruktur kalah cepat dengan perubahan tata guna lahan; (2) daya dukung 

lingkungan (terutama) daerah perkotaan menjadi sangat berkurang; (3) konflik elit 

politik yang potensial mengakibatkan desintegrasi bangsa; dan (4) konflik 

penduduk, potensial konflik daerah (Kabupaten/Kota) karena muncul egoisme 

akibat OTDA;  

3. Jenis Pembangunan Infrastruktur 

 Pembangunan infrastruktur suatu hal yang penting yaitu seluruh fasilitas 

fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan 

untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur 

merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena 

berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial 

dan ekonomi.  
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 Menurut Thagesen dalam Kodoatie (1996:269) beberapa bukti 

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur akses pedesaan berdampak 

cukup signifikan terhadap beberapa aspek yakni (1) membuka kesempatan kerja 

pada tahap pelakasanaan konstruksi khususnya yang menggunakan sistem padat 

karya; (2) meningkatkan akses bagi perumahan pedesaan terhadap kesempatan 

kerja dan pusat kesehatan, perkantoran, pendidikan dan sebagainya; (3) 

meningkatkan ikatan sosial dan integrasi nasional; dan (4) pembangunan 

pertanian dengan hasil yang lebih tinggi, perubahan guna lahan, dan peningkatan 

produksi untuk dipasarkan. 

 Menurut Kodoatie (2005:121) Oleh American Publik Works Association 

(APWA), infrastruktur dikelompokkan menjadi 13 kategori (Stone, 1974). 

Sedangkan komponen-komponen infrastruktur yang tercakup dalam P3KT yang 

menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum Wilayah, ditunjukkan 

dalam Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Jenis Pembangunan Infrastruktur 

 
No. APWA No. P3KT 
1. Sistem penyediaan air: waduk, 

penampungan air, transmisi, dan 
distribusi, fasilitas pengolahan 
air (treatment plant) 

1. Perencanaan 

2. Sistem pengelolaan air limbah: 
pengumpulan, pengolahan, 
pembuangan, daur ulang. 

2. Kota 

3. Fasilitas pengelolaan limbah 
(padat) 

3. Peremajaan Kota Pembangunan 

4. Fasilitas pengeloaan banjir, 
drainase dan irigasi. 

4. Kota Baru 

5. Fasilitas lintas air dan navigasi. 5. Jalan Kota 
6. Fasilitas transportasi: jalan, rel, 

bandar udara. Termasuk di 
dalamnya adalah tanda-tanda 
lalu lintas, fasilitas pengontrol 

6. Air Bersih 

7. Sistem transit publik 7. Drainase 
8. Sistem kelistrikan: produksi dan 

dsitribusi 
8. Air Limbah 

9. Fasilitas gas alam 9. Persampahan 
10. Gedung publik : sekolah, rumah 

sakit 
10. Pengendalian 

11. Fasilitas perumahan publik 11. Banjir 
12. Taman kota sebagai daerah 

resapan, tempat bermain 
termasuk stadion 

12. Perumahan perbaikan 

13. Komunikasi  13. Kampung Perbaikan Prasarana 
Kawasan Pasar Rumah Sewa 

Sumber : Robert J. Kodoatie, Ph.D., 2005. 

 



                                                                          27 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analisis 

kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik suatu situasi, 

kondisi objek dan bidang kajian pada suatu waktu secara akurat. 

 Menurut Sugiyono (2005:21) metode deskriptif adalah suatu metode 

yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk pembuat kesimpulan yang lebih luas. 

 Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan bagaimana fungsi 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu. 

B. Kerangka Konsep 

 Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi 

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan 

Infrastruktur Di Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu. Agar konsep tersebut 

dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam 

model teoritis sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Kerangka Konsep Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
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Fungsi Pengawasan BPD Peraturan Menteri 
Dalam Negeri RI No. 110 Tahun 2016 

1. Membahas dan menyepakati 
rancangan peraturan desa bersama 
kepala desa;  

2. Menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat desa; dan  

3. Melakukan pengawasan kinerja 
kepala desa.  

 

Pengawasan BPD Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan 
Infrastruktur Desa 

1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa 
2. Pelaksanaan kegiatan 
3. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
4. Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa 
5. Proses dan/ Mekanisme Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa 

Peningkatan 
Kesejahteraan 

Masyarakat Desa 

Terlaksananya 
Pembangunan 

Infrastruktur Desa 
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C. Defenisi Konsep 

 Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian 

teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep 

tersebut sebagai berikut : 

1. Fungsi merupakan suatu kegunaan yang bernilai untuk dilakukan dan 

dikerjakan untuk mendapatkan manfaatnya dan sekelompok aktivitas yang 

tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. 

2. Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan 

untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan 

perencanaan, sudah sejauhmana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang 

belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum 

terselesaikan sesuai rencana. 

3. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri atas 

pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat-istiadat, 

membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

4. Pembangunan yaitu suatu upaya yang sangat diperlukan untuk menciptakan 

suatu masyarakat yang lebih baik dan maju sesuai tuntutan zaman pada dasarnya, 

pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berdampak positif 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, 

mengurangi pengangguran dan berkeadilan sosial. 
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5. Infrastruktur suatu usaha pembangunan atau rangkaian perubahan yang 

dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan di desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. 

D. Kategorisasi 

 Adapun kategorisasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa 

2. Pelaksanaan kegiatan 

3. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

4. Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa 

5. Proses dan/ Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

E. Narasumber 

1. Kepala Desa Meranti  : Winarno, SP  

2. Sekretaris Desa Meranti  : Surono 

3. Ketua BPD Desa Meranti : Suci Basuki 

4. Anggota BPD Desa Meranti : Sumarno 

5. Tokoh Masyarakat  : Budi Santoso 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan 

demikian teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini ada 2 cara yaitu, sebagai berikut: 
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1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data primer diperoleh dari : 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, tanya jawab antara dua 

orang atau lebih khususnya  tentang fungsi pengawasan badan 

permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Meranti Kabupaten Labuhanbatu. 

b. Studi Dokumentasi 

Teknik ini, merupakaan penelaahan terhadap referensi-referensi yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen 

yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, 

foto-foto, rekaman kaset. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk 

menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus 

permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif studi dokumentasi, 

peneliti dapat mencari dan mengumpulkan data-data teks atau image. 

 

2. Data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 
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G. Teknik Analisis Data 

 Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur 

suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menyajikan 

data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber yang terkumpul, kemudian diambil makna utamanya data yang disajikan 

berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penggunaan metode tersebut 

memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi pengawasan badan 

permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa 

Meranti Kabupaten Labuhanbatu. Dan mengambil kesimpulan berdasarkan 

jawaban yang diberikan para narasumber. 

Tahapan analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut : 

1. Penyajian Data 

 Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau 

daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan 

berbentuk teks naratif. Biasanya dalam penelitian, penulis mendapat data yang 

banyak. Data yang didapat tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan. Untuk 

itu, dalam penyajian data peneliti dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun 

secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan 

atau menjawab masalah yang diteliti. Maka dalam penyajian data, peneliti 

disarankan untuk tidak tergegabah mengambil kesimpulan. 
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2. Analisis Data dan Pembahasan 

 Analisis data kualitatif menurut Sugiyono dalam buku Iskandar (2010:221) 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. 

 Dengan demikian, data atau informasi yang dikumpulkan yang 

berhubungan dengan pertanyaan penelitian akan dianalisis berupa 

pengelompokkan dan pengkategorian data dalam aspek-aspek yang telah 

ditentukan, hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan data yang lainnya 

untuk mendapatkan suatu kebenaran. 

H. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi adalah tempat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini yang 

menjadi lokasi penelitian adalah Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu.  

        Waktu penelitian dilakukan berlangsung bulan November 2017 sampai 

dengan Februari 2018 

I. Deskripsi Ringkas Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu 

        Desa Meranti pada masa lalu adalah bagian dari Desa Gunung Selamat 

yang mana suatu daerah yang dibuka dan diberi nama oleh Tuan Syeh Ibrahim 

Dalimunthe yang membuka tempat persulukan untuk menimba ilmu agama. 
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        Pada tahun 1975 Desa Gunung Selamat dipimpin oleh Kepala Desa 

Abdullah Harahap, yang selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Desa 

Gunung Selamat adalah sebagai berikut :  

1. Pada tahun 1965 terjadi huru-hara politik di Desa Gunung Selamat 

2. Pada tahun 1975 dipimpin oleh Kepala Desa Abdullah Harahap 

3. Pada tahun 1975 pemberian hibah tanah kantor 

4. Pada tahun 1975 pembuatan sumur gali Kantor Kepala Desa 

5. Pada tahun 1976 pendirian bangunan aula pertemuan 

6. Pada tahun 1981 pesta Demokrasi Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Marijo 

7. Pada tahun 1987 pembangunan gedung Kantor Kepala Desa 

8. Pada tahun 1993 pesta Demokrasi Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Karidi 

9. Pada tahun 1993 Desa Gunung Selamat di mekarkan menjadi 2 Desa yaitu: 

a. Desa Gunung Selamat yang dipimpin oleh Bapak Karidi 

b. Desa Meranti yang dipimpin oleh Bapak Kasimin 

  Disinilah awal mulai berdirinya Desa Meranti, yang mana pada tahun 

1993 dipimpin oleh PJS Kasimin, pada tahun 1999 Pesta Demokrasi Kepala Desa 

dipimpin oleh Bapak Kasimin, pada tahun 2006-2007 dipimpin oleh PJS Kasimin, 

pada tahun 2008 pesta demokrasi kepala Desa dipimpin oleh Bapak Elianto, pada 

tahun 2009 PJS SEKDES (3 bulan), pada tahun 2009 PJS Miskun (6 bulan) dan 

pada tahun 2009 pesta Demokrasi Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Agus 

Sarwoko, SP. 

J. Gambaran Umum Desa Meranti Kabupaten Labuhanbatu 

1. Visi dan Misi 
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 Adapun visi dan misi Desa Maranti sebagai berikut : 

Visi 

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan 

Visi Desa Meranti ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Meranti seperti Pemerintah Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga 

Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi 

eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka 

berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Meranti adalah : 

“Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri Didukung Oleh Pertanian 

Dan Sarana Prasarana Transportasi Yang Memadai” 

 

Misi 

 Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat  

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa 

tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam 

misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, 

misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan pasrtisipatif dan 

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Meranti, sebagaimana proses yang 

dilakukan maka misi Desa Meranti adalah : 

1. Meningkatkan hasil pertanian. 

2. Meningkatkan hasil nelayan. 
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3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia disegala bidang. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. 

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2. Bagan Organisasi Kantor Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu 

Kabupaten Labuhanbatu 

  Susunan pembagian pada Kantor Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah 

Hulu Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Desa: 

Tugas : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa; 

Fungsi : 

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berwenang : (a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (b) 

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; (c) memegang kekuasaan 

pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; (d) menetapkan Peraturan Desa; (e) 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (f) membina kehidupan 

masyarakat Desa; (g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; (h) 

membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar 

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat Desa; (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; (j) mengusulkan 

dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa; (k) mengembangkan kehidupan sosial budaya 
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masyarakat Desa; (l) memanfaatkan teknologi tepat guna; (m) mengkoordinasikan 

Pembangunan Desa secara partisipatif; (n) mewakili Desa di dalam dan di luar 

pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (o) melaksanakan wewenang lain 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa : 

1) Menggali aspirasi masyarakat 

2) Menampung aspirasi masyarakat  

3) Mengelola aspirasi masyarakat 

4) Menyalurkan aspirasi masyarakat 

5) Menyelenggarakan musyawarah BPD 

6) Menyelenggarakan musyawarah desa 

7) Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa 

antarwaktu 

9) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa 

11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa 

12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan 

lembaga desa lainnya 

13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Fungsi:  

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa 

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa 

3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

c. Sekretaris Desa  

Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan 

pengelolaan administrasi dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

Fungsi :  

1) penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas kepala desa 

2) melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan 

3) melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara  

4) penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa 

5) penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

6) pengkoordinasian penyelengaraan tugas-tugas urusan 

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

d. Kepala Urusan Pemerintahan  

Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan 
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ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan 

penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. 

Fungsi :  

1) pelaksanaan administrasi kependudukan 

2) persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan 

kepala desa 

3) pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan 

4) pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa 

5) persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 

masyarakat untuk kelancaran penyelengaraan pemerintahan desa 

6) persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

dan pertahanan sipil 

7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.  

e. Kepala Urusan Umum 

Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi desa 

dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha kearsipan, pengelolaan 

invertaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

Fungsi :  

1) pelaksanaan, pengadilan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta 

pengendalian tata kearsiapan;  

2) pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan desa 
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f. Kepala Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) 

Tugas Pokok : membantu kepala desa dan sekretaris desa dalam melaksanakan 

pendataan kebutuhan-kebutuhan batuan kepada masyarakat seperti: bantuan beras 

miskin dan lain sebagainya 

Fungsi :  

1) pelaksanaan pengelolaan administrasi dalam bentuk bantuan masyarakat 

2) persiapan bahan-bahan laporan 

3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa maupun sekretaris 

desa. 

g. Kepala Dusun  

Tugas pokok :  

1) membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya 

2) melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadata dan gotong 

royong masyarakat 

3) melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat 

4) membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan 

RW ( Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya; 

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 
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Fungsi :  

1) melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun 

2) melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

yang menjadi tanggungjawabnya 

3)  melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya 

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian. 

K. Letak Geografis  

1. Letak Wilayah 

 Desa Meranti merupakan salah satu Desa dari 24 Desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Bilah Hulu yang terletak 3 Km ke arah utara dari Kecamatan 

Bilah Hulu. Desa Meranti mempunyai luas wilayah seluas ± 1.415 Hektar. 

2. Tipologi  

 Desa Meranti merupakan desa dataran tinggi dan desa perkebunan yang 

hamparan kelapa sawit terbentang sangat luas, adapun batasan Desa Meranti 

sebagai berikut : 

Sebelah Selatan dengan : PTPN II Aek Nabara Selatan 

Sebelah Barat dengan  : PTPN II Aek Nabara Selatan 

Sebelah Utara dengan  : Desa Gunung Selamat  

Sebelah Timur dengan : Desa Pekan Tolan  

3. Orbitasi  

  Jarak atau orbitasi Desa Meranti ke : 

a. Ibu Kota Kecamatan Bilah Hulu  : ± 15 Km  
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b. Lama tempuh ke Kecamatan  : 20 Menit 

c. Ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu : ± 25 Km 

d. Lama tempuh ke Kabupaten  : 40 Menit 

4. Demografi 

a. Keadaan Penduduk 

 Penduduk Desa Meranti masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis/suku, 

yaitu suku Jawa, Padang, Batak, Mandailing. Hal ini menambah cocok budaya 

dan adat istiadat masyarakat Desa Meranti. 

 Keanekaragaman suku ini mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika walau 

berbeda suku maupun adat istiadatnya tetap satu tujuan yaitu membangun Desa 

Meranti untuk hidup rukun dan damai. 

b. Ikim Penduduk 

 Iklim di Desa Meranti mempunyai iklim kemarau dan penghujan 

sebagaimana desa-desa yang ada di Indonesia, hal ini berpengaruh langsung 

terhadap pola tanam yang ada di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu. 

5. Jumlah Penduduk 

 Desa Meranti pada tahun 2016 berpenduduk 3624 jiwa dan 712 KK yang 

terdiri dari 5 Dusun. 
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Tabel 3.1 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2016 

No.  Dusun Jenis Kelamin 

P L 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah KK Luas Wilayah 

1. SIDOURIP 181 178 360 85 171 

2. SIDODADI 183 180 364 86 166 

3. MENANTI 543 540 1084 230 370 

4. SIDOREJO I 452 455 905 150 350 

5. SIDOREJO II 455 457 161 161 358 

JUMLAH 1814 1810 3624 712 1415 

 

Tabel 3.2 

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Meranti Tahun 2016 

NO. JENIS MATA PENCAHARIAN POKOK ORANG 

1. PNS 25 

2. TNI/POLRI 9 

3. KARYAWAN 146 

4. WIRASWASTA/PEDAGANG 88 

5. BURUH 205 

6. PETERNAK 144 

7. PENGRAJIN 10 

8. LAINNYA 2997 

 



44 
 

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MERANTI 

KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten 

  Labuhanbaru Tahun 2014 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyajian Data 

 Bab ini akan membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari 

hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu 

data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang jelas 

berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

Sumber data dalam penelitian ini berdasarakan 5 (lima) narasumber dari Kantor 

Kepala Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. 

 Untuk memperoleh data, selain data primer maka data skunder juga 

sangat menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat 

karakteristik jawaban para narasumber. 

1. Deskripsi Narasumber  

  Pada penelitian mengenai analisis fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa Meranti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesi Nomor 110 Tahun 2016, peneliti menggunakan metode 

penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria yang disesuaikan dengan 

informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan 

merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini karena mereka kesehariannya mengurus 

pemerintahan desa. 

Adapun informan yang sebagai narasumber dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1 

Deskripsi Narasumber di Desa Meranti 

No. Narasumber Keterangan 

1. Winarno, SP Kepala Desa Meranti 

2. Surono Sekretaris Desa Meranti 

3. Suci Basuki Ketua Badan Permusyawaratan Desa Meranti 

4. Sumarno Anggota Badan Permusyawaratan Desa Meranti 

5. Budi Santoso Tokoh Masyarakat 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018 

 

2. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin 

 Berdasarkan jenis kelamin, semua narasumber dengan jenis kelamin laki-

laki. Pada tabel 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori 

tersebut. 

Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

1. Laki-laki 5 orang 100 % 

2. Perempuan 0  0 

Jumlah 5 orang 100% 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018 
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 Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai 

yang ada di Desa Meranti berjenis kelamin laki-laki sehingga banyaknya 

narasumber ada 5 orang atau 100 %. 

3. Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan 

menjadi tiga klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu SD, SMA dan S1. Pada 

tabel 4.3 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase (%) 

1. SD 1 Orang 20 % 

2. SLTA 3 Orang 60 % 

3. S1 1 Orang 20 % 

Jumlah 5 Orang 100 % 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

mengenyam tingkat pendidikan SLTA sederajat dengan frekuensi paling tinggi 

sebanyak 3 orang atau 60% sedangkan tingakt SD 1 orang atau 20% dan tingkat 

S1 hanya 1 orang. 

B. Deskripsi Hasil Wawancara berdasarkan Kategorisasi 

1. Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa 

 Perencanaan di dalam kegiatan pemerintah desa yang terdapat difungsi 

pengawasan Badan Permusyawaratan dalan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 110 Tahun 2016 yaitu kegiatan  musrenbang. Musrenbang Desa adalah 

forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk 

menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang 

direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan 

mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen 

rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP 

Desa. 

 Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan 

oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu 

membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara 

memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari 

dalam maupun luar desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP. Selaku Kepala 

Desa Meranti pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa dalam 

melaksanakan perencanaan kegiatan pemerintah desa yakni musrenbang desa. 

Kegiatan ini disertai oleh pemerintah desa, steakholder dan masyarakat yang 

harus bekerjasama untuk membangun kepentingan dan kemajuan desa. 

Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Meranti merupakan perencanaan 

penyusunan pembangunan dari setiap dusun masing-masing yang akan dirangkum 

menjadi rencana kerja pembangunan desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris 

Desa Meranti pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa di dalam 
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pelaksanaan musrenbang desa, masyarakat ikut berperan aktif di dalam proses 

musrenbang. Di sini musrenbang yang akan dilaksanakan, sebelumnya disetiap 

dusun melakukan musyawarah antar dusun untuk menentukan yang akan 

diprioritaskan di dalam musyawarah di desa untuk pembangunan selanjutnya. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 bahwa dalam 

melaksanakan musrenbang desa yakni harus melalui kepala desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa dengan upaya melakukan rancangan pembangunan yang 

akan dilaksanakan bersama masyarakat (musrenbang) dan disepekati 

pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku anggota 

Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa 

musrenbang desa sebelumnya diadakan disetiap dusun yakni musyawarah dusun 

yang terdiri dari 5 (lima) dusun, dikumpulkan dan dibicarakan untuk mengadukan 

hal apa saja yang dibutuhkan agar hasil suara dari setiap dusun diserahkan dan 

dibahas di musyawarah desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh 

masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa musrenbang yang 

diadakan di Desa Meranti cukup baik dari usulan setiap dusun sampai rapat desa 

tempat disediakan namun tidak semua dicapai aspirasi tersebut mengingat dana 

desa yang tidak melampaui. 
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 Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap semua narasumber bahwa 

musrenbang desa yang ada di Desa Meranti sangat berjalan lancar dengan baik 

yakni dengan melihat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk 

mendengar aspirasi dari masyarakat yang ada di desa sehingga kebutuhan yang 

diinginkan oleh masyarakat desa tersebut terpenuhi. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

 Berdasarkan fungsi pengawasan Badan Permuswaratan Desa yang diatur 

di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yakni 

pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan pengawasan. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan mengapa Badan 

Permuswaratan Desa dibentuk.  

 Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa merupakan tugas  Badan 

Permusyawaratan Desa. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi 

adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan 

lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan kepala desa dan 

menjadi mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP. Selaku Kepala 

Desa Meranti pada Senin, 22 Januari 2018 mengenai pelaksanaan kegiatan desa 

yaitu kegiatan pengawasan. Pengawasan pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan oleh Badan Permustawaratan Desa sudah cukup baik sesuai dengan 

fungsinya yang berdasarkan peraturannya sehingga dapat dilihat setiap ada 
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kegiatan pembangunan yang ada di Desa Meranti Badan Permusyawaratan Desa 

selalu melaporkan hasil dari perencanaan, budgeting dan pengawasan yaitu 

mengawasi pembangunan yang dilaksanakan di desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris 

Desa Meranti pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa pengawasan 

pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dari Badan Permusyawaratan Desa 

sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan pembangunan Badan 

Permusyawaratan Desa selalu mengkoreksi dan memantau jalannya pembangunan 

akan tetapi pengawasannya kurang maksimal. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua 

Badan Permustawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa 

dalam pelakasanaan kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur yaitu fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mengawasi jalannya pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan Badan 

Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa juga melakukan pengaduan 

yakni pengaduan kepada Bupati apabila kepala desa melakukan kesalahan. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa 

kegiatan pelaksanaan yakni pengawasan dilakukan sangat diutamakan untuk 

mengurangi penyelewengan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa 

memantau jalannya pembangunan pemerintahan desa yang dibantu oleh kepala 

desa dan masyarakat yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat. 
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 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh 

masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur 

sudah cukup baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap semua narasumber bahwa 

pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan 

dengan lancar dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan cukup baik di Desa 

Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. 

3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

 Terkait dengan pelaporan dan sistematika laporan kepala desa kepada 

Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala 

Desa dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP selaku Kepala 

Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa Kepala Desa wajib 

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada 

Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir 

tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan Badan Permusyawaratan Desa 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi pelaksanaan fungsi pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan mengamati laporan hasil 

penyelenggaraan pemerintah desa. 
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 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris 

Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa pelaporan yang dilakukan 

Kepala Desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik, karena 

dalam laporan pertanggung jawabkan tersebut sudah memuat semua tahapan yang 

ada dalam acuan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa 

pengukuran pelaksanaan pelaporan penyelenggaran pemerintah desa sudah baik. 

Sejauh ini laporan yang disampaikan kepada kepala desa sudah dikerjakan 

walaupun laporan ini untuk membahas akhir tahun anggaran memerlukan sumber 

daya yang tinggi dan kerjasama yang kuat agar tidak terjadi penyelewengan dana. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa 

proses pengawasan yaitu dimulai dari proses musyawarah bersama masyarakat 

atau musyawarah desa, terhadap pembuatan rencana anggaran belanja. Terhadap 

proses pelaksanaan pembangunan dan sampai pada tahap penyampaian 

laporan/laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa sudah dijalankan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang ditetapkan 

pada pasal 31 poin c. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh 

Masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa seharusnya dapat berperan aktif dalam melakukan proses 

pengawasan yang dilakukan penyelenggaraan pemerintah mulai dari tahap atau 
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fase perencanaan hingga tahap atau fase pertanggungjawaban oleh Kepala Desa 

untuk mengurangi penyelewengan dana mengingat laporan merupakan hasil 

keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap semua narasumber bahwa 

pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa sudah 

baik dalam melaporkan kegiatan kerja akan tetapi laporan ini merupakan bagian 

dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang harus dimaksimalkan agar 

proses laporan anggaran akhir tahun dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa 

 Pembangunan infrastruktur termasuk ke dalam pembangunan fisik sudah 

sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran 

yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat untuk 

kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa 

mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi 

masyarakat desa secara keseluruhan. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP selaku Kepala 

Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa pembangunan berjalan 

dengan lancar karena fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti 

sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris 

Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa masih ada pembangunan 

yang belum terselesaikan namun saat ini pembangunan sudah berjalan dengan 

baik karena pengawasannya sudah dipantau oleh pemerintah desa, pembangunan 
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ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2017 yang merupakan program Desa 

Meranti tahun 2017. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa 

awalnya Kepala Desa mengatakan bahwa awalnya Kepala Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa melakukan rancangan pembangunan yang akan 

dilaksanakan bersama masyarakat atau musrenbang dan disepakati pembangunan 

apa saja yang akan dilaksanakan, lalu prosesnya masyarakat diberdayakan dari 

segi tenaga disesuaikan dengan upah minimum. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa 

prosesnya masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa baik 

dalam pengawasan pekerjaan untuk meminimalisirkan penyelewengan dan 

keterlambatan pekerjaan mengingat kembali bahwa lemahnya koordinasi. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh 

Masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa prosesnya melalui 

musyawarah antar dusun terdahulu untuk dibawa ke musrenbang desa sehingga 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat dilaksanakan untuk kebutuhan 

masyarakat desa walaupun terbatasnya kualitas sumber daya manusia. 

 Berdasarkan hasil wawancara terhadap semua narasumer bahwa proses 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Meranti diikuti langsung oleh 

masyarakat dan berlangsung secara lancar walaupun masyarakat dibayar dari segi 
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tenaga dengan upah minimum ini semua dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa dan kerjasama yang kuat. 

5. Proses dan/mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

 Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam 

suatu sistem secara keseluruhan untuk mengahasilkan fungsi atau kegiatan sesuai 

dengan tujuan. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Winarno, SP selaku Kepala 

Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan 

Desa Meranti mekanisme pengawasannya berjalan sesuai dengan rencana dan 

peraturan yang sudah diatur karena mekanisme pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa yaitu sesuai dengan pasal 31 poin c Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surono selaku Sekretaris 

Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa proses atau mekanisme  

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti belum maksimal sepenuhnya  

mungkin bila terjadi kesalahan maka akan diberikan peringatan kekeluargaan 

karena mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa merupakan satu 

kesatuan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 

dipertanggungjawabkan yakni laporan tahunan setiap selesai pembangunan. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suci Basuki selaku Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa 

proses atau mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti 

kesulitannya di dalam bekerja kurang bekerjasama anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa karena ini menyangkut laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno selaku Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 6 Februari 2018 mengatakan bahwa 

proses atau mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti belum 

berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan peraturan menteri dalam negeri 

no 110 tahun 2016 pasal 31 poin c walaupun sudah diterapkan sesuai dengan 

fungsinya. Namun adanya kendala mekanisme dalam menjalankan pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa yaitu masalah penyaluran dana desa dan masalah 

pelaporan akhir tahun anggaran yang dikerjakan oleh anggota Badan 

Permusyawaratan Desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi Santoso selaku Tokoh 

Masyarakat pada Senin, 22 Januari 2018 mengatakan bahwa mekanisme 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti belum maksimal karena 

minimnya sumber daya manusianya, disini juga perlunya kerjasama yang solid 

antar kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengerjakan 

laporan anggaraan menyangkut pengurusan dana desa. 

 Hasil dari wawancara peneliti dari semua narasumber di atas bahwa 

proses dan mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti belum 

maksimal sehingga diperlukannya lagi kerjasama yang kuat untuk mengawasi 

jalannya pemerintahan desa yang setiap akhir tahunnya perlu pelaporan anggaran 

yang dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa yang bersangkutan dengan 

proses dalam pengurusan penyaluran dana desa. 
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C. Pembahasan 

1. Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa  

  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 fungsi dari pengawasan  Badan 

Permusyawaratan Desa Meranti yakni melakukan musrenbang desa sudah tercapai 

dengan baik dengan melibatkan masyarakat langsung untuk membangun desa 

sehingga masyarakat  bisa merasakan fungsi pemerintah desa berjalan sesuai 

peraturannya. 

  Perencanaan kegiatan pemerintah Desa Meranti adalah suatu kegiatan 

yang direncanakan untuk melakukan pembangunan atau disebut musrenbang. Hal 

tersebut dapat dilihat pemerintah desa menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Pemerintah Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Perihal 

penyaluran aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi dari 

masyarakat melalui rapat bersama kepala desa yang telah dijadwalkan sebelumnya 

ataupun dengan rapat dengar pendapat ditempat yang telah ditentukan. 

Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa sejak awal dalam musyawarah dusun 

membuat Badan Permusyawaratan Desa memastikan jika apa yang direncanakan 

itulah yang akan dibangun. 

 Keikutsertaan masyarakat desa dalam perihal perencanaan pembangunan 

ini sangat antusias karena dapat dilihat bahwa pemerintah desa Meranti dengan 

masyarakat bekerjasama untuk memajukan pembangunan yang ada di Desa 

Meranti. 
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Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

Pasal 32 Badan Permusyawaratan Desa bertugas dan berfungsi perihal penggalian 

aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, pengelolaan spirasi 

masyarakat dan penyaluran aspirasi masyarakat. 

 Dapat disimpulkan bahwa musrenbang yang dilakukan dalam kegiatan 

pemerintah desa sudah baik karena dari hasil musrenbang yang dilaksanakan 

mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga mengetahui keperluan apa saja 

yang dibutuhkan dari Desa Meranti dan masyarakat ikut berperan langsung di 

dalam musrenbang untuk mendapatkan apa saja aspirasi masyarakat desa. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

 Pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan demi 

kemajuan desa harus dipantau dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. 

Pada tahap ini seharusnya Badan Permusyawaratan Desa Meranti dapat turun 

langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi perencanaan pembangunan yang 

telah dibuat. 

 Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok yang dimiliki oleh 

Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 110 Tahun 2016. Pengawasan yang dilihat secara lapangan cukup baik 

berdasarkan dari data yang diolah bersumber dari salah satu masyarakat Desa 

Meranti. 

 Hasil wawancara dengan kategorisasi pelaksanaan kegiatan yakni 

kegiatan pengawasan sesuai dengan teori bahwa pengawasan yang efektif sudah 

sesuai standard dengan mencapai tujuan perencanaan melalui musrenbang dan 
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kegiatan pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa sudah dijalankan agar 

tujuan dapat dicapai tanpa ada penyelewengan dan pengawasa seharusnya khusus 

program pembangunan infrastruktur Badan Permusyawaratan Desa wajib untuk 

turun ke lapangan mengawasi jalannya pembangunan karena infrastruktur atau 

pembangunan menggunakan biaya keuangan desa yang tidak sedikit agar 

penggunaan dana desa tidak sia-sia dan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal 

ini bila terjadi penyelewengan Badan Permusyawaratan Desa Meranti 

memberikan teguran dan akan mengklarifikasinya pada saat rapat Badan 

Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. 

3. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa akan meningkat apabila mereka 

aktif untuk melaporkan hasil kerja selama akhir tahun anggaran karena dapat 

diketahui bahwa kepala desa tidak bertanggungjawab langsung kepada Badan 

Permusyawaratan Desa namun kepada kepala daerah atau bupati. 

 Simpulan dari wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Meranti 

pertanggungjawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meranti 

akhir tahun anggaran berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat bahwa setiap selesai 

pembangunan Badan Permusyawaratan Desa Meranti melaporkan untuk dijadikan 

satu surat pertanggung jawaban kepala desa yang ditandatangani oleh Badan 

Permusyawaratan Desa Meranti. Sesuai dengan fungsinya maka Badan 

Permusyawaratan Desa tugas pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur 

tersebut karena merupakan hasil dari RAPBDes. 
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4. Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa 

 Dalam sebuah musrenbang pasti adanya perencanaan yang dibahas untuk 

membangun desa yang maju yakni salah satunya pembangunan infrastruktur desa. 

Pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pemerintah desa harus 

aktif agar proses pembangunan berjalan dengan lancar. 

 Proses pelaksanaan pembangunan Desa Meranti akan terlihat lancar 

dengan adanya kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah desa. 

Proses ini bisa dilihat dari sikap Badan Permusyawaratan Desa Meranti  yang 

mengajak masyarakat Desa Meranti untuk ikut berpartisipasi dalam proses 

pembangunan yang dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa Meranti 

memberdayakan tenaga masyarakat untuk sama-sama bekerja yang disesuaikan 

dengan upah minimum. 

 Hal ini membuktikan msyarakat yang ada di Desa Meranti sangat kuat 

untuk bekerjasama saling bahu-membahu agar menggapai desa yang makmur dan 

sejahtera namun akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa harus bisa 

mengoptimalkan dalam  bentuk pengawasan agar proses pembangunan 

infrastruktur Desa Meranti berjalan dengan lancar karena ini merupakan 

kebutuhan masyarakat. 

5. Proses Dan/Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi mekanisme pegawasan Badan Permusyawaratan Desa yang diatur 

dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 poin c yang 

isinya merupakan mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa 
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Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang menyebutkan 

bahwa kinerja Kepala Desa wajib melaporkan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 

tahun anggaran dan ini sudah dilaksanakan cukup baik walaupun belum 

semaksimal mungkin. Proses pelaksanaan mekanisme tersebut melibatkan seluruh 

anggotan Badan Permusyawaratan Desa harus berperan aktif. 

 Ketua Badan Permusyawaratan Desa Meranti menyatakan mekanisme 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa masih minim sehingga membuka 

peluang untuk merugikan dana desa apabila pengawasan tidak dikontrol dengan 

ketat. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan implikasi bahwa pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan pembangunan desa merupakan 

hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa 

Meranti. Oleh karena itu mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

harus dapat dilaksanakan dengan efektif oleh semua anggota Badan 

Permusyawaratan Desa yang ada. Hal ini tentu hanya bisa terwujud dengan baik 

apabila para pengurus Badan Permusyawaratan Desa memiliki kemampuan dan 

komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 

 



                                                                            63 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pemerintah desa di Desa Meranti 

Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yakni kegiatan musyawarah 

desa sudah berjalan dengan baik, dengan cara menampung dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat desa. 

2. Pelaksanaan kegiatan yakni kegiatan pengawasan pada pelaksanaan 

penyelenggaraan desa belum maksimal dilihat dari koordinasi antar Badan 

Permusyawaratan Desa. 

3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terlaksana dengan baik 

dengan cara kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Meranti 

Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dengan baik. 

5. Proses dan/mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang 

dilakukan Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal karena disini 

diperlukan kerjasama yang kuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan 

desa. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran 

yang perlu diperhatikan, antara lain: 

1. Badan Permusyawaratan Desa Meranti harus berusaha dapat melaksanakan 

fungsi pengawasan secara profesional dan maksimal karena pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pelaporan menyangkut anggaran 

akhir tahun yakni merupakan dana desa. 

2. Kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Meranti perlu 

ditingkatkan, memiliki integritas yang tinggi sebagai lembaga pengawas di 

desa agar meminimalisirkan penyelewengan-penyelewengan dana desa 

karena pembangunan infrastruktur menggunakan RAPBDes. 

3. Badan Permusyawaratan Desa harus didukung oleh perangkat desa dan 

masyarakat desa setempat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka 

dari perlu ditingkatkan lagi dan harus ada kerjasama yang baik antara Badan 

Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa agar pembangunan infrastruktur 

dan pembangunan desa terlaksana dengan baik dan efektif. 
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